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BERITA DAERAH 
KOTA BEKASI 

 

 
NOMOR : 39                                 2020                                SERI : E    

 
PERATURAN WALIKOTA BEKASI  

NOMOR 39 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 32 TAHUN 
2020 TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN BERPERGIAN KELUAR 
DAN/ATAU MASUK KOTA BEKASI DALAM UPAYA PENCEGAHAN 

PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BEKASI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan  
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan untuk 
meningkatkan kesiapsiagaan dan mencegah 
munculnya kasus baru penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) selama masa penetapan 
bencana non alam Penyebaran Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional, maka 
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2020 
tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar 
dan/atau Masuk Kota Bekasi dalam Upaya 
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19), dipandang perlu untuk diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perubahan dimaksud 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);  
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2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6236); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020 
tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam 
Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus 
Disease  2019  (COVID-19)  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  91, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor  6487); 

7. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020 
tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berskala  
Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan 
Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  (Berita 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor 
326); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 
2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama 
Masa  Mudik  Idul  Fitri  Tahun  1441  H  (Berita 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor 
405); 
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9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 
2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap 
Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar Dalam Penanggulangan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten 
Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, 
Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 
Nomor 40); 

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan 
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi 
Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);  

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi 
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan 
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 
Nomor 2 Seri D);  

12. Peraturan Wali Kota Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 
2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi 
(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 22 Seri 
E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali 
Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang 
Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi (Berita 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 28 Seri E). 

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan COVID-19 Nomor 04 Tahun 2020 tentang 
Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19); 
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2. Berita Acara Rapat tentang Pelaksanaan Pembatasan 
Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Kota 
Bekasi Dalam Upaya PencegahanPenyebaran Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) Nomor : 
443.1/602/SETDA.Huk, tanggal 27 Mei 2020. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 43 TAHUN 2020 
TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN BERPERGIAN 
KELUAR DAN/ATAU MASUK KOTA BEKASI DALAM 
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS 
DISEASE 2019 (COVID-19). 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2020 
tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Kota Bekasi 
Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), 
diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 
 

Pasal 4 
b. jika berasal dari luar Kota Bekasi dan tidak memiliki KTP-el Kota Bekasi 

diarahkan untuk kembali ke tempat asal perjalanannya atau dikarantina 
selama 14 (empat belas) hari di tempat yang ditunjuk oleh Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) tingkat Kota. 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 8 
(1) Dalam hal orang, pelaku usaha, atau orang asing sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak memiliki SIKM dan sudah 
berada di Kota Bekasi, dikenakan tindakan sebagai berikut : 
a. diarahkan untuk kembali ketempat asal perjalanannya; atau 
b. melakukan karantina selama 14 (empat belas) hari ditempat yang 

ditunjuk oleh gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) tingkat Kota. 

(2) Apabila diperlukan terhadap orang yang berada dalam karantina 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemeriksaan 
kesehatan oleh petugas Dinas Kesehatan secara berkala. 
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3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
Pasal 14 

 

(1) Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan pengawasan dilingkungan 
permukiman, pengurus RT melakukan pemantauan terhadap 
pendatang yang masuk ke Kota Bekasi. 

(2) Dalam hal pengurus RT mendapatkan pendatang yang tidak memiliki 
dan tidak dapat menunjukan SIKM wajib melaporkan kepada Lurah 
melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat RW. 

(3) Lurah yang menerima laporan dari Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan COVID-19 tingkat RW sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), wajib mengarahkan pendatang untuk melakukan pemeriksaan 
kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat. 

(4) Apabila hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) menunjukan adanya tanda-tanda gejala mengalami penyakit 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Lurah wajib mengkarantina 
pendatang di tempat yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan COVID-19 tingkat Kota. 

(5) Pembiayaan atas kebutuhan pokok selama karantina sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), berupa makan, minum dan kebutuhan dasar 
lainnya ditanggung oleh pendatang. 

Pasal II 
Peraturan Wali Kota  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 
 
 Ditetapkan di Bekasi 

pada tanggal 27 Mei 2020 

WALI KOTA BEKASI, 
 

         Ttd/Cap 
 

RAHMAT EFFFENDI 
Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 27 Mei 2020 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 
                       Ttd/Cap 
 
 

             RENY HENDRAWATI 
 

 

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 39 SERI E 


